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Perihal  : PERBAIKAN ADMINISTRASI HUKUM ATAS KELALAIAN PEMERINTAH  
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Kepada Yang Terhormat 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
BAPAK JENDERAL H. PRABOWO SUBIANTO 
Di.- 
 JAKARTA 
 
Asalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Salamsejahtera teriring do’a semoga segala aktifitas keseharian kita diridhai oleh Allah SWT, 
Aamiin 
 
Bersama ini kami atas nama pengurus KOMITE PERCEPATAN PEMBENTUKAN KABUPATEN 
LUWU TENGAH :  

1. Nama   : KOL (P) IR. AMSAL SAMPETONDOK, M.SI 
Alamat  : Jl. Ince Daeng Ngoyo, No. 18, Panakkukang Makassar 
Jabatan : Ketua 

 
2. Nama  : SYAHRUDDIN HAMUN 

Alamat  : Pesona Kampus E8 No.4 Makassar 
Jabatan : Sekretaris 

 
I. DUDUK MASALAH (POSITA) 

1. Bahwa berdasarkan Pasal 410 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, "Peraturan 
pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun 
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan." Diundangkan pada tanggal 30 
September 2014, maka sesuai mandat pasal tersebut, seluruh PP seharusnya sudah 
terbit paling lambat pada 30 September 2016. 

2. Bahwa hingga surat ini diajukan, Pemerintah belum menetapkan Peraturan 
Pemerintah  tentang Penataan Daerah (PETADA) sesuai amanat Pasal 31 ayat (4) 
Undang Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi 
"Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah." Pasal ini 
menjadi dasar pembentukan (pemekaran) dan penggabungan daerah. 

3. Bahwa sampai surat ini diajukan, Pemerintah belum menetapkan Peraturan 
Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (DESARTADA) sesuai amanat 
Pasal 40 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 berbunyi "Ketentuan lebih 
lanjut mengenai desain besar Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dalam Peraturan Pemerintah." Pasal ini mewajibkan pemerintah 
menyusun Desain Besar Penataan Daerah sebagai kompas atau rujukan jumlah ideal 
provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia sebagai peta jalan.  Tanpa Peraturan 
Pemerintah tentang DESARTADA, pemekaran daerah tidak memiliki landasan 
perencanaan nasional yang terukur. 

4. Bahwa pengabaian terhadap PP tentang PETADA dan DESARTADA telah berlangsung 
selama lebih dari 11 tahun, melampaui batas waktu "kewajaran" dan diskresi 
administratif. 

II. ALASAN KEBERATAN (LEGAL REASONING) 
1. Pelanggaran Hukum Positif: Tindakan Kelalaian Pemerintah merupakan 

pelanggaran nyata terhadap mandat Pasal 410 UU No. 23 Tahun 2014. 
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2. Pelanggaran Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) : 
a. Asas Kepastian Hukum : Tidak adanya PP menghalangi hak-hak hukum 

pemohon yang dijamin oleh UU. 
b. Asas Kecermatan : Pemerintah dianggap lalai dalam memprioritaskan regulasi 

yang berdampak pada pelayanan publik di daerah. 
3. Kerugian Nyata / Kerugian Materil : Daerah yang mengusulkan pembentukan 

Daerah Otonom Baru (DOB) mengalami kerugian nyata  secara sistemik  akibat  
belum  terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) pelaksana. Penundaan  yang  berlarut-
larut  ini  bukan sekadar  masalah  administrasi,  melainkan  hambatan  terhadap  hak  
masyarakat  untuk mendapatkan  kesejahteraan. Kerugian nyata yang dialami 
masyarakat sebabagai berikut : 
a. Hambatan Akses Pelayanan Publik (Accessibility Gap) 

Kerugian paling mendasar adalah sulitnya masyarakat mengakses layanan 
pemerintah.  
• Jarak Tempuh Ekstrim: Di daerah CDOB, pusat pemerintahan provinsi atau 

kabupaten induk sangat jauh. Hal ini menyebabkan biaya transportasi tinggi 
dan waktu terbuang hanya untuk mengurus administrasi dasar (seperti 
pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan rujukan, administrasi 
pendidikan dan  perizinan). 

• Standar Pelayanan Rendah: Tanpa pemekaran, rentang kendali (span of 
control) pemerintah induk terlalu luas, sehingga kualitas pengawasan dan 
standar pelayanan di daerah pelosok menjadi tidak optimal.  

b. Ketimpangan Pembangunan & Ekonomi 
Penundaan pemekaran menyebabkan "stagnasi" pembangunan ekonomi lokal: 
• Ketidakmerataan Fasilitas: Pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, 

dan pendidikan cenderung terpusat di sekitar ibu kota daerah induk. 
Akibatnya, daerah pinggiran yang mengusulkan DOB mengalami 
ketimpangan sarana publik yang signifikan. 

• Kehilangan Potensi Pendapatan: Daerah CDOB seringkali memiliki potensi 
lokal yang besar namun tidak dapat dikelola secara mandiri. Dana transfer 
dari pusat (TKD) masih dikelola daerah induk, yang belum tentu dialokasikan 
secara proporsional ke wilayah CDOB.  

c. "Keterasingan" Politik Masyarakat (Political Alienation) 
Masyarakat di daerah usulan DOB kehilangan peran aktif dalam dinamika politik 
pemerintahan regional.  
• Representasi Lemah: Kepentingan spesifik masyarakat lokal di wilayah CDOB 

seringkali tenggelam oleh prioritas daerah induk yang lebih dominan secara 
politik. 

• Partisipasi Rendah: Jarak fisik dan administratif menghalangi partisipasi 
langsung masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah 
(Musrenbang) yang lebih partisipatif.  

d. Kerugian Konstitusional dan Kepastian Hukum 
Secara hukum, belum terbitnya PP Penataan Daerah dan PP Desain Besar 
Penataan Daerah menciptakan kerugian berupa: 
• Kekosongan Hukum: Aspirasi masyarakat yang sah secara administratif 

terhambat oleh alasan "moratorium" yang sebenarnya berakar pada 
kegagalan pemerintah menerbitkan regulasi turunan. 

• Ketidakadilan Prosedural: Daerah telah menghabiskan banyak sumber daya 
(waktu, tenaga, dan anggaran daerah) untuk memenuhi syarat teknis 
pemekaran, namun semua itu menjadi sia-sia karena tidak adanya regulasi 
teknis untuk memprosesnya lebih lanjut.  

III. TUNTUTAN.(PETITUM) 
Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Presiden Republik 
Indonesia untuk: 
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1. Segera menetapkan dan mengundangkan Peraturan Pemerintah tentang Penataan 
Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah sesuai mandat UU No. 23 Tahun 2014. 

2. Memberikan penjelasan resmi mengenai kendala dan representasi visual 
penyelesaian peraturan pelaksana tersebut kepada Pemohon. 

IV. PENUTUP 
Demikian perbaikan administrasi hukum ini kami sampaikan sesuai Pasal 75 s.d. Pasal 78 
UU No. 30 Tahun 2014, kami menunggu tanggapan Presiden Repulik Indonesia, Bapak 
Jenderal H. Prabowo Subianto dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja. 
Apabila hingga batas waktu tersebut tidak mendapatkan tanggapan, maka kami akan 
melakukan upaya lanjutan sesuai peraturan perundangan yang berlaku 
 

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih 
 
        Jakarta, 10 Februari 2026 
         

KOMPPAK LUTENG 
 
 
 
 
KOL. (PURN.) IR. AMSAL SAMPETONDOK, M.SI  UDHI SYAHRUDDIN HAMUN 
Ketua        Sekretaris 
 


